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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan ijinnya 

PANDUAN PEMBUATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN 

PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA TAHUN 2022 

dapat tersusun.  

Panduan  ini merupakan salah satu pendukung pelaksanaan kegiatan Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat secara tertib, transparan dan akuntabel yang dilaksanakan 

oleh peneliti/pengabdi di lingkungan Universitas Brawijaya.  

Kritik dan saran untuk perbaikan ke depan sangat kami harapkan. Dengan tersusunnya 

panduan ini diharapkan kinerja LPPM UB semakin meningkat, sehingga visi dan misi yang telah 

ditetapkan dapat terwujud.  

 

 

 

Malang, 1 Maret 2022 

Ketua LPPM UB 

 

 

 

Prof. Luchman Hakim, S.Si., M.Agr.Sc., PhD 
NIP. 19710808 199802 1 001 
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BAB I 

 
 

A. Latar Belakang 
 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya 

(UB) merupakan institusi pelaksana terdepan dalam pengembangan di bidang Penelitian dan 

Pengabdian kepada masyarakat. Lembaga ini dituntut untuk berperan aktif untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa, dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat, 

sebagai sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa, 

dan masyarakat dunia. 

Dukungan yang diberikan oleh LPPM UB sebagai institusi yang melaksanakan riset dan 

pengabdian kepada masyarakat, harus menghasilkan penelitian sesuai prioritas nasional, 

menjamin pengembangan penelitian unggulan, meningkatkan mutu yang relevan bagi 

masyarakat, serta meningkatkan perolehan HKI secara nasional maupun internasional. 

Sedangkan pengabdian kepada masyarakat, harus mampu menciptakan inovasi teknologi, 

mampu melakukan alih teknologi, dan mampu melakukan pengentasan masyarakat tersisih 

(preferential option for the poor). 

Panduan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia tentang Standar Biaya Keluaran yang berlaku. LPPM UB dalam pengelolaan 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembuatan Panduan ini, didasarkan 

kepada standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (Ditlitabmas), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Meliputi antara lain : 

 

1. Standar arah, kegiatan penelitian mengacu pada Rencana Strategis Penelitian Universitas 

Brawijaya. 

2. Standar proses, kegiatan penelitian dan pengabdian direncanakan dilakukan, dikendalikan, 

dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang berkelanjutan. 

3. Standar hasil, kegiatan penelitian memenuhi kaidah ilmiah universal, didokumentasikan, 

didesimenasikan melalui forum ilmiah di tingkat nasional, internasional, serta dapat 

dipertanggung jawabkan. Standar hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus 

berhasil menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong ekonomi dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 
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4. Standar kompetensi, kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan untuk 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dari hasil penelitian yang sesuai dengan 

kaidah ilmiah. 

5. Standar pendanaan, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan 

melalui mekanisme hibah blok dan kompetisi yang didasarkan pada prinsip otonomi dan 

akuntabilitas. 

6. Standar Sarana dan Prasarana, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah dan solusi 

masalah dalam masyarakat. 

7. Standar outcome, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus 

berdampak positif pada pembangunan masyarakat bangsa dan negara di berbagai sektor. 

 

Adapun riset unggulan yang dilakukan diarahkan pada Rencana Induk Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan sebagai arah kebijakan dan 

pengambilan keputusan pengelolaan penelitian meliputi bidang (1) Sosial dan Humaniora, (2) 

Energi Terbarukan, (3) Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, (4) Transportasi, (5) Kelautan, (6) 

Ketahanan dan Kemandirian Pangan, (7) Kesehatan, Gizi, dan Obat, (8) Kebencanaan dan 

Lingkungan, (9) Agroforestry, (10) Jamu, (11) Pengabdian kepada Masyarakat 

 

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada 

standar Dit. Litabmas Dikti dan prinsip otonomi dan akuntabilitas, peneliti/pengabdi diwajibkan 

untuk membuat laporan baik laporan pelaksanaan kegiatan maupun laporan pertanggung-

jawaban keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat harus tertib administrasi dan disusun secara benar 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka LPPM UB  perlu membuat 

panduan penyusunan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat . 

 

B. Ketentuan umum 

 

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya 

Keluaran Tahun Anggaran 2022.  

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya 

Masukan Tahun Anggaran 2022. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 

tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah diubah dengan Peraturan 
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Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018, dan dirubah 

menjadi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020. 

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 113/PMK.05/2012 tentang 

Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak 

tetap. 

a. Pasal 1 ayat (9) Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka 

pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak 

tetap, dan pihak lain. 

b. Pasal 34 ayat (2), yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban biaya Perjalanan 

Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan 

dokumen berupa:  

i. (huruf a) Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD; 

ii. (huruf b) SPD yang telah ditandatangani oelh PPK dan pejabat di tempat 

pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak yang terkait yang menjadi Tempat 

Tujuan Perjalanan Dinas; 

iii. (huruf e) Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota 

berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan 

usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; 

c. Pasal 36 yang menyatakan bahwa, pihak-pihak yang melakukan pemalsuan 

dokumen menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas 

rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang 

berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas 

seluruh tindakan yang dilakukan. 

5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan 

Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, 

Pegawai Negeri, dan pegawai tidak tetap. 

a. Pasal 2 ayat (3), yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip perjalanan dinas di 

wujudkan dalam hal-hal sebagai berikut; 

b. Kepastian tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tumpang tindih atau 

rangkap; 

c. Tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang dipecah-pecah apabila suatu 

kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat 

tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama. 

6. Surat Edaran Nomor 2844/UN10/TU/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona 

Virus Disease (Covid-19) 01 Lingkungan Universitas Brawijaya 
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7. Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara dalam Masa 

Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). 

8. Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dibebankan apabila terdapat: 

a. Bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu; 

b. Melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (mark up); 

c. Pelaksanaan perjalanan dinas rangkap pada waktu yang sama; dan/atau 

d. Pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas. 

9. Pertor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan PTNBH Universitas 

Brawijaya. 

 

C. Ketentuan Khusus Terkait Pajak dan Materai 

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh)  

Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, 

dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan 

belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pasal 9 yang 

menyatakan bahwa “Tarif PPh Pasal 21 atas Honorarium atau imbalan lain dengan 

nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3, adalah sebagai berikut: 

a. Sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Gol.I dan Gol II, anggota 

TNI dan anggota POLRI Gol. Pangkat Tamtama  dan Bintara, dan Pensiunannya. 

b. Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Gol.III, anggota TNI, 

dan anggota POLRI Gol Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya. 

c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi pejabat negara, PNS 

Gol. IV, anggota TNI dan anggota POLRI Gol. Pangkat Perwira Menengah dan 

Perwira Tinggi, dan Pensiunannya. 

d. Sebesar 5% bagi Non PNS yang memiliki NPWP dan disetor dengan menggunakan 

NPWP Universitas Brawijaya 

e. Sebesar 6% bagi Non PNS yang tidak memiliki NPWP dan disetor dengan 

menggunakan NPWP Universitas Brawijaya 
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2. Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh) 

Pajak ini merupakan pembayaran pajak atas pembayaran barang yang nilainya di atas 

≥ Rp 2.000.000,00 yang disetor dengan menggunakan NPWP Rekanan/Toko, dan 

dikecualikan untuk BBM, benda pos, air dan listrik 

a. Dikenakan pajak sebesar 1,5% bagi toko yang memiliki NPWP  

b. Dikenakan pajak sebesar 3% bagi toko yang tidak memiliki NPWP dengan tarif 1,5% 

dari harga jual. 

 
3. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh) 

Pajak ini merupakan pembayaran pajak atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain (pembelian konsumsi, servis, perbaikan, 

pemeliharaan, sewa alat) dan tanpa nilai minimal dan disetor menggunakan NPWP 

Instansi. 

a. Bagi pembelian makan/minum/catering yang memiliki NPWP dikenakan pajak 

sebesar 2%. 

b. Bagi pembelian makan/minum/catering yang tidak memiliki NPWP dikenakan pajak 

sebesar 4%. 

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembelian barang/jasa/sewa (Undang-

undang No. 42 Tahun 2009, Permenkeu Nomor 231/PMK.03/2019, Peraturan Dirjen 

Pajak No. 44/PJ/2010, Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2003). 

Setiap pembelian barang/jasa yang nilainya ≥ Rp 2.000.000,00 dengan satu penyedia 

barang/ jasa dalam jangka waktu satu bulan kalender dan tidak merupakan pembayaran 

yang terpecah pecah dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP, dilampiri SSP, faktur pajak 

standar dengan NPWP penyedia barang/jasa, dan distempel toko/penyedia barang/ 

jasa. Disetor menggunakan NPWP Rekanan/Toko.  

Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). 

 DPP = 100/110 x Jumlah Pembelian. 

5. Materai 

Setiap pembelian/sewa barang/jasa, dibubuhi materai (UU Nomor 10 tahun 2020 

tentang Bea Materai tentang bentuk Ukuran dan Warna Benda Materai) dengan 

perincian sebagai berikut : 

a. Pembelian barang/jasa atau sewa ≤ Rp  5.000.000,- tanpa dibubuhi materai. 

b. Pembelian barang/jasa atau sewa ≥ Rp  5.000.000,- dibubuhi materai Rp  10.000,- 
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BAB II 

Ketentuan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban 

 

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat oleh Ketua Pelaksana Kegiatan/ 

Peneliti/Pengabdi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 tentang Standar Biaya 

Masukan Tahun Anggaran 2022 dan Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian kepada 

Masyarakat  Edisi XIII Revisi, Tahun 2022. 

 

1. Bukti-bukti SPJ dibuat dan disusun berdasarkan Rencana Angaran Biaya Penelitian/ 

Pengabdian kepada Masyarakat yang termuat dalam proposal pelaksanaan kegiatan dan 

disusun sesuai realisasi pengeluaran Biaya (lihat LAMPIRAN A) meliputi : 

a. Biaya gaji/upah/honorarium. 

b. Biaya Bahan habis pakai. 

c. Biaya Perjalanan Dinas. 

d. Biaya Sewa (sewa, penggandaan, pemeliharaan, konsumsi, administrasi, dan lain-

lain). 

2. SPJ berdasarkan realisasi dana kegiatan sesuai tahapan pencairan/termin yang diterima 

sesuai Sub Kontrak. 

3. Prosentase pembiayaan/pengeluaran masing-masing biaya (poin 2) harus sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan (tergantung jenis/skema penelitian). 

4. Sahnya suatu Bukti Pengeluaran (kuitansi) dibuat rangkap 2, diketik rapi, satu rangkap 

(asli) diserahkan ke LPPM, satu rangkap untuk arsip Ketua kegiatan/ 

peneliti/pengabdi/Ketua Pelaksana Kerjasama. Pengertian rangkap adalah tembusan 

(stempel basah/tanda tangan asli) dan bukan fotokopi. 

5. Bukti pengeluaran disusun secara rapi sesuai urutan di RAB, dikonsultasikan ke LPPM, 

untuk kemudian dijilid dan diserahkan ke LPPM. 

6. Dana penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama tidak diperbolehkan 

untuk belanja modal misalnya: peralatan kantor (barang inventaris kantor), komputer, alat 

laboratorium, dan lain-lain. 

7. Khusus untuk kegiatan PPM bila ada pembelian alat/mesin untuk Mitra harap dilampiri 

Berita Acara Serah Terima. 

8. Warna Cover laporan pertanggungjawaban keuangan menyesuaikan dengan Laporan 

hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat berdasarkan skim/jenis kegiatan. 
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9. Tata Cara Pembelian (lihat LAMPIRAN B) 

Kuitansi pembelian barang/jasa atau sewa diketik rangkap tiga dengan ketentuan: 

a. Diketik “Sudah terima dari PPK LPPM Universitas Brawijaya” 

b. Nilai nominal dan nilai terbilang harus sama dengan perincian barang/jasa/sewa yang 

dilakukan/dibeli.  

c. Untuk Pembayaran → diperinci sesuai barang/jasa/sewa yang dilakukan. 

1) Materai → Pembelian barang/jasa ≥ Rp  2.000.000,- dilampiri: 

- Fotokopi NPWP toko/pemberi jasa. 

- Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). 

- Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 

- Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

d. Fotokopi Akte Pendirian dari Notaris 

e. Tanggal transaksi sesuai tanggal pembelian, distempel dan ditandatangani toko/jasa, 

mengetahui ketua pelaksana/peneliti, setelah penandatanganan sub kontrak/SPK. 

f. Dikenakan pajak penghasilan (PPh) pembelian barang dengan ketentuan: 

1. Pajak Penghasilan PPh Ps. 22 (Pasal 22 Undang Undang PPh, Permenkeu No. 

154/PMK.03/2010 dan Perdirjen Pajak nomor: Per-57/PJ/2010 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor: Per-15/PJ/2011) setiap 

pembelian barang ≥ dari Rp 2.000.000,- dikenakan pajak sebesar 1,5% dari nilai 

pembelian, (tidak termasuk PPN) dilampiri bukti Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur 

standar dengan NPWP, tanda tangan, stempel  toko. 

2. Pajak Penghasilan PPh Ps. 23 (pasal 23 Undang-undang PPh, Permenkeu No. 

244/PMK.03/2008) setiap pembelian jasa/sewa ≤ dari Rp 2.000.000,- dikenakan 

pajak PPh Ps. 23 sebesar 2% dari nilai pembelian jasa/sewa, dilampiri SSP yang 

distempel toko/ pemberi jasa/sewa. Setiap pembelian jasa/sewa ≥ dari Rp  

2.000.000,- dikenakan PPh 23 sebesar 2%  dari DPP, dilampiri SSP, faktur pajak 

standar dengan NPWP dan stempel pemberi jasa/sewa. 

3. Pembelian konsumsi/jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh 23 sebesar 

2%, dari nilai pembelian, dilampiri SSP dengan NPWP, stempel jasa catering, 

presensi/daftar hadir. 

4. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) (PPh Ps. 4 ayat 2) setiap sewa tanah/ bangunan 

berupa tanah, rumah, dan lainnya dikenakan pajak 10% dari nilai sewa, dilampiri 

SSP, dengan NPWP stempel yang menyewakan badan/orang pribadi. 

5. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku. 
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g. Untuk penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang telah terpotong pajak oleh 

LPPM tidak diwajibkan untuk membayar pajak lagi, jika ada selisih kekurangan 

pembayaran pajak, Ketua Pelaksana kegiatan wajib menyetor kekurangan. 

h. Dilampiri nota pembelian asli dari toko. 

 

10. Tata Cara pertanggungjawaban Honorarium (lihat LAMPIRAN C) 

a. Kuitansi  honorarium diketik rangkap tiga bisa berupa tiap penerima atau dalam bentuk 

daftar honorarium. 

b. Jika tiap penerima dibuatkan kuitansi, nilai yang tertera pada kuitansi adalah nilai yang 

dibayarkan sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh 21). 

c. Jika dalam bentuk daftar penerima honorarium, didalam daftar tercantum nama 

penerima, jumlah honorarium sebelum dipotong pajak PPh Ps. 21, jumlah honorarium 

setelah dipotong pajak, tanda tangan penerima, tandatangan yang membayarkan 

mengetahui/menyetujui ketua kegiatan/peneliti. (lihat contoh lampiran C 2.1) 

d. Bukti SSP PPh Ps. 21, dilampirkan dengan menggunakan NPWP Bendahara Penerima 

UB. 

e. Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Ps. 21 (PPh 21) adalah Undang-undang PPh 

Ps. 21, PP No. 80 tahun 2010, Permenkeu No. 252/PMK.03/2008, Permenkeu No. 

262/PMK.03/2010, Peraturan Dirjen Pajak No. PER-57/PJ/2009. 

f. Pembayaran penghasilan atas gaji, tunjangan, honorarium, upah, uang makan, dan 

pembayaran lainnya (tidak termasuk pembayaran biaya perjalanan dinas) baik kepada 

pegawai maupun kepada bukan pegawai dikenakan PPh Ps. 21 sebesar 15% untuk 

golongan > IVa, 5% untuk golongan III, bagi yang tidak memiliki NPWP untuk PNS 

dikenakan pajak sebesar 6% dan untuk Non PNS sebesar 10%. Sedangkan untuk PNS 

golongan II kebawah tidak dikenakan pajak. 

 

11. Tata Cara Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (lihat LAMPIRAN D). 

Perjalanan Dinas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia 

Nomor:  113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 

Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap tanggal 3 Juli 2012; Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor: 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Perjalanan Dinas Luar Negeri; Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia 

Nomor: 60/PMK.02/2021, tanggal 8 Juni 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 

Anggaran 2022 dengan memperhatikan: 
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a. Bukti kuitansi diketik dengan jumlah sesuai dengan jumlah biaya perjalanan dinas yang 

diterimakan kepada penagungjawab kegiatan/peneliti/anggota peneliti. 

b. Setiap Perjalanan Dinas dilampiri Surat Tugas dari Ketua LPPM (Kop Surat LPPM UB). 

c. Setiap Perjalanan Dinas dilampiri Rincian Biaya Perjalanan Dinas (Kop Surat LPPM 

UB) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, Bendahara Pengeluaran LPPM UB, 

dan mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini Kepala Bidang. TU 

LPPM UB. 

d. Setiap Perjalanan Dinas dilampiri Daftar Pengeluaran Biaya Riil (Kop Surat LPPM UB) 

untuk mempertanggungjawabkan bukti yang tidak bisa dilampirkan (contoh: taxi, ojek, 

bis, travel, dll) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diketahui oleh Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK) LPPM dalam hal ini Kepala Bidang TU LPPM UB. 

e. Setiap perjalanan dinas dilampiri Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang 

ditandatangani dan distempel oleh Ketua LPPM/yang mewakili dan ditandatangani oleh 

pejabat dari tempat yang dituju/didatangi/setempat. 

f. Dilampiri tiket (pesawat, kereta api, kapal laut), airport tax, boarding pass (jika 

menggunakan pesawat udara). 

g. Dilampiri bukti penginapan jika bermalam dengan peruntukan penginapan berdasarkan 

Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya 

Masukan Khusus PTNBH. 

h. Diberikan uang harian sesuai ketentuan yang berlaku, uang harian sudah termasuk 

untuk uang makan, uang saku dan transport lokal. 

i. Apabila dalam Perjalanan Dinas tersebut yang melaksanakan perjalan adalah Ketua 

beserta anggota (maksimal 4 pengikut) diperbolehkan hanya melampirkan 1 berkas 

SPPD saja (contoh pada Lampiran SPPD 1 & 2) 
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D. Penutup 

Demikian panduan penyusunan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat disusun untuk tertib administrasi keuangan, laporan 

keuangan dibuat secara benar, mengurangi perbedaan persepsi, dan mengurangi 

banyaknya variasi model pelaporan. 

Semoga pedoman ini dapat dipergunakan sebagai pedoman penyusunan laporan 

keuangan bagi para peneliti/penanggungjawab kegiatan. 
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LAMPIRAN A 

 

Format sampul muka  

(warna sampul/cover disesuaikan dengan warna laporan penelitian) 

 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 

PENELITIAN XXXXXXXXX 

TAHUN ANGGARAN 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

  

   JUDUL              : 

   KETUA             :  

   ANGGOTA      :  

DIBIAYAI OLEH: 

xxxxxxxxx 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Sesuai dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Program Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Nomor: …………………………………………………………………………, tanggal …………………. 

 

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 2022 

  



  

13 

 

Format Rekapitulasi Penggunaan Keuangan 

URAIAN PENGGUNAAN KEUANGAN PENELITIAN XXXXXXXX 

TAHUN ANGGARAN 

2022 

Judul penelitian  : 

Ketua Peneliti  : 

Fakultas  : 

 

Jumlah Dana penelitian  : 

Dana tahap I   :_______________ 

Jumlah    :  

Penggunaan   :_______________ 

Sisa Dana   : 

Dana tahap II   :_______________ 

Sisa Dana   : 

 

1. Gaji/honorarium 

No Nama Jabatan 
Jumlah 

/bln 

Honorarium 

/bln 

Jumlah 

(Rp) 

1      

2      

3      

 Jumlah Gaji/Honorarium     

 

2. Bahan/Barang Habis Pakai 

No Jenis Bahan Volume 
Harga satuan 

(Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

1     

2     

 Jumlah Bahan/Barang habis pakai   
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3. Perjalanan Dinas 

No Nama Yang Bepergian Golongan Tujuan Jumlah Rp 

1     

2     

 Jumlah peralatan    

 

4. Sewa 

No Jenis Pengeluaran Volume Harga Satuan 
Jumlah 

(Rp) 

1 Sewa    

2 dll    

 Jumlah lain-lain    

 

5. Rekapitulasi Penggunaan Dana 

No Jenis/Uraian 
Jumlah 

(Rp) 

1 Gaji/Honorarium  

2 Bahan/Barang Habis Pakai  

3 Perjalanan  

4 Sewa  

 Total Biaya  

  

          Malang,                                       2022 

Mengetahui                                                              

Ketua LPPM       Ketua Peneliti/Penanggungjawab Kegiatan 

 

 

 

..................................................                                ............................................................... 

Catatan: 

1. Jumlah Honorarium yang dimasukkan adalah jumlah sebelum dipotong pajak. 
2. Honorarium hanya dapat diberikan kepada seseorang yang bukan merupakan ASN Universitas 

Brawijaya 
3. Harga barang yang dimasukkan harga sebelum dipotong pajak. 
4. Nilai pajak yang dimasukkan adalah jumlah potongan PPn/PPh atau jumlah yang tercantum pada 

SSP. 
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LAMPIRAN B 

 

1. Format Kuitansi pembelian dengan nilai s/d Rp 250.000,-  

 

KUITANSI 

 

Nomor   : ..................................... 

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UB 

Banyaknya uang  : Seratus Ribu Rupiah 

Buat Pembayaran  : Pembelian: 

   1 bh tinta refill HP 28 color  a Rp 100.000,- = Rp 100.000,- untuk menunjang 
   kegiatan penelitian xxxxxx tahun 2022 dengan judul ..................  

 

 

                                                                                                                Malang,  ............2022 

Mengetahui/menyetujui,               Yang menerima, 

Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan                                                                 

                                                                                                                (ttd & Stempel toko) 

 

Nama lengkap                                                                                         Nama dan Alamat lengkap 

NIP ................................... 

 

*Catatan: 

Tempelkan nota pembelian asli dari toko yang telah distempel, tanda tangan dari toko sebagai lampiran. 

 

 

 

  

Jumlah Rp          100.000,- 
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2. Format Kuitansi pembelian dengan nilai  Rp 250.000,- s/d Rp 999.999,- 

 

KUITANSI 

 

Nomor                     : ..................................... 

Sudah terima dari   : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UB. 

Banyaknya uang : Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah 

Buat Pembayaran : Pembelian: 

   - 4 bh tinta refill HP 28 color @ Rp 100.000,- = Rp  400.000,-  

   - 7 rim kertas HVS A-4 @ Rp  50.000,-   = Rp  350.000,- 

                                                                            Rp  750.000,- 

   untuk menunjang  kegiatan  penelitian xxxxxx tahun 2022 dengan 

   judul ...................................................................................... 

 

                                                                                                                Malang,  ............2022 

Mengetahui/menyetujui               Yang menerima 

Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan     

        (Materai 3000)                 
        Ttd & Stempel toko 
 
 
Nama lengkap                                                                                         nama dan alamat lengkap 

NIP ................................... 

 

*Catatan: 

Tempelkan nota pembelian asli dari toko yang telah distempel, tanda tangan dari toko sebagai lampiran. 

 

 

 

 

 

  

Jumlah Rp              750.000,- 
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3. Format Kuitansi pembelian dengan nilai ≥ Rp 2.000.000,- 

 

KUITANSI 

 

Nomor                    : ..................................... 

Sudah terima dari   : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UB. 

Banyaknya uang : Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah 

Buat Pembayaran : Pembelian: 

   5 unit baterai kering  @ Rp  500.000,-  = Rp 2.500.000,-  

   untuk menunjang  kegiatan  penelitian xxxxxxx tahun 2022 

   dengan judul  ............................................................................... 

 

 

                                                                                                                Malang,  ............2022 

Mengetahui/menyetujui               Yang menerima 

Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan                                              

 
 
          
        Ttd & Stempel toko 
 
Nama lengkap                                                                                        Nama dan Alamat lengkap 
NIP ................................... 
 

Catatan: 

1. Lampirkan nota pembelian asli dari toko yang telah distempel, dan di ttd toko/pemberi jasa. 

2. Lampirkan faktur pajak yang ditantadangani toko dan NPWP toko/pemberi jasa. 

3. Lampirkan bukti SSP pajak  PPN, PPh 23 yang telah disetor ke bank/kantor pos. 

4. Apabila dana penelitian sudah dipotong pajak oleh LPPM lampirkan bukti SSP dari bendahara 

LPPM. 

5. Cara Penghitungan PPn 

DPP  = 
𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟏𝟎
 x Nilai Pembelian 

PPn = DPP x 10%   

 

6. Cara Penghitungan PPh Ps.22 

PPh 22 = (Nilai Pembelian – PPn) x 1.5% 

 

  

Jumlah Rp                  2.500.000,- 
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Nama   : UNIVERSITAS BRAWIJAYA SEKRETARIAT 
Alamat : Jl. VETERAN BLOK O No. 0 RT:000 RW:000 Kel.0 Kota/Kab. KOTA MALANG JAWA TIMUR 00000 
NPWP  : 00.173.366.6-652.000 
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SSP PPh 22 
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SSP PPN 
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LAMPIRAN C 

1. Kuitansi honorarium - jika masing-masing penerima honorarium menggunakan 

kuitansi 

KUITANSI 

 

Nomor                    : ..................................... 

Sudah terima dari  : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UB. 

Banyaknya uang : Dua Juta Rupiah 

Buat Pembayaran : Honorarium a.n. Budi sebagai enumerator selama bulan Agustus s/d  

   September 2022 dengan perincian: 

   2 bulan a Rp 1.000.000,-      = Rp  2.000.000,-    

   PPh 6 % x Rp 2.000.000      = Rp     120.000,- 

       Rp   1.880.000,- 

untuk menunjang  kegiatan penelitian xxxxxxx tahun 2022 dengan judul 

............................................................................ 

 

                                                                                                                Malang,  ............2022 

Mengetahui/menyetujui                                                                           Yang menerima, 

Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan                                                           

                                                                                                                 

 

        (tandatangan)  

 

 

Nama lengkap                                                                                         Prof.Dr.Ir. Bejotejo 

NIP ...................................                                                                      NIP ................................. 

 

*Catatan: 

1. Lampirkan bukti SSP pajak  PPh 21 yang telah disetor ke bank/kantor pos dengan menggunakan 

NPWP Bendahara pengeluaran UB. 

2. Apabila dana penelitian sudah dipotong pajak oleh LPPM lampirkan bukti SSP dari bendahara 

LPPM. 

3. Pajak sebesar 6% dikenaikan bila penerima honorarium tidak memiliki NPWP 

4. Pajak sebesar 5% dikenakan bila penerima honorarium memiliki NPWP 

5. Honorarium hanya dapat diberikan kepada seseorang yang bukan merupakan ASN 
Universitas Brawijaya dan dikenakan pajak yang disesuaikan dengan golongan bersangkutan di institusi 
tempatnya bekerja.

Jumlah Rp                   2.000.000,- 
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2. Kuitansi honorarium : jika menggunakan daftar 

 

KUITANSI 

 

Nomor                    : ..................................... 

Sudah terima dari  : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UB. 

Banyaknya uang : Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah 

Buat Pembayaran : Honorarium a.n Bejotejo, dkk sebagai narasumber selama bulan September 2022 

dengan perincian terlampir untuk menunjang  kegiatan  penelitian xxxxx  tahun 2022 

dengan judul    ..................................................................... 

 

 

                                                                                                                Malang, 7 September 2022 

Mengetahui/menyetujui                                                                           Yang membayarkan 

Ketua Peneliti/penanggungjawab kegiatan                                                           

                                                                                                                Ttd  

 

Nama lengkap                                                                                         Srijayamukti, A.Md. 
NIP ...................................                                                                      NIP ................................. 
 

*Catatan: 

  

1. Lampirkan daftar penerima honorarium seperti pada lampiran C 2.1. 

2. Lampirkan bukti SSP pajak PPh 21 yang telah disetor ke bank/kantor pos dengan menggunakan 

NPWP Bendahara pengeluaran UB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Rp              2.300.000,- 
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DAFTAR HONORARIUM 

KEGITAN PENELITIAN XXXXXXX DENGAN JUDUL............ 

TAHUN 2022 

BAGIAN BULAN: SEPTEMBER 2022 

NO NAMA GOL JABATAN 
JUMLAH 

(Rp ) 
PPh Ps. 21 

JUMLAH 
DITERIMA 

(Rp ) 

TANDA 
TANGAN 

1 Prof. Ir. Bejotejo, 

MSc 

IV/d Wakil 

Rektor IV 

Universitas 

ABC 

1.000.000 150.000*) 850.000 1 

2 Dr.Ir. Bedujaya - Ketua 

Yayasan 

PT ABC 

800.000 40.000**) 760.000 2 

3 Srijayamukti - Enumerator 500.000 30.000***) 470.000 3 

Jumlah 2.300.000 190.000 2.110.000  

 

Malang, 7 September 2022 

Yang membayarkan, 

                                                                                                                      

 

Kurniawati, A.Md. 
NIP............................ 

 

Catatan: 
*) Pajak 15% dikenakan bagi ASN golongan IV 
**) Pajak 5% dikenakan bagi ASN golongan III dan non ASN yang memiliki NPWP 
***) Pajak 6% dikenakan bagi non ASN yang tidak memiliki NPWP  
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LAMPIRAN D 

1. Kuitansi perjalanan dinas 

 

KUITANSI 

 

Nomor                    : ..................................... 

Sudah terima dari  : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM UB. 

Banyaknya uang : Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah 

Buat Pembayaran : Biaya perjalanan dinas a.n Prof.Dr.Ir. Bejotejo ke Jakarta pada tanggal 8 

September 2022 selama satu hari dengan perincian terlampir dalam rangka analisa 

data kegiatan penelitian xxxxxx tahun 2022 dengan judul ....................... 

 

                                                                                                                Malang, 8 September 2022 

Mengetahui/menyetujui                                                                            

Ketua Peneliti/Penanggungjawab Kegiatan           Yang menerima, 

 

Ttd               ttd 

 

Nama lengkap                                                                                         Prof.Dr.Ir. Bejotejo 

NIP ...................................                                                                      NIP ................................. 

 

Catatan: 
 
1. Lampirkan surat tugas dari Ketua LPPM UB, Jika melaksanakan perjalanan dinas 
2. Lampirkan SPPD yang telah ditandatangani pejabat yang memberi tugas dan tanda tangan pejabat 

setempat yang dikunjungi (lihat lampiran D2 – diberi tanda V) 
3. Lampirkan Surat Pernyataan Biaya Riil yang memuat perincian biaya perjalanan (lihat lampiran D3) 
  

Jumlah Rp        3.500.000,- 
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Lampiran 1 - SPPD 

 

  

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 

    

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 

    

1 Pejabat berwenang yang memberi perintah   Ketua LPPM UB 

2 Nama Pegawai yang diberi perintah   Dr. Ir. Harry Nugraha, MS 

3 a. Pangkat dan Golongan PGPS a   

  b. Jabatan b Ketua Peneliti 

  c. Gaji Pokok c   

  d. Tingkat menurut perjalanan dinas d   

4 Maksud perjalanan dinas   Kunjungan Awal Kegiatan Penelitian  

5 Alat angkutan yang dipergunakan   Umum  

6 a.  Tempat berangkat   Malang  

  b. Tempat tujuan   Bali  

7 Lamanya perjalanan dinas   4 hari  

  Tanggal berangkat   19-Sep-20  

  Tanggal harus kembali   22-Sep-20  

8 Pengikut Umur, hubungan keluarga/keterangan  

  a. Prof. Dr. Ir. Brotoseno, MS     

  b. Dr. Ir. Rahardjo, MS     

  c. Aseli Ningrat, MAB., PhD     

9 Pembebanan anggaran      

  a. Instansi Universitas Brawijaya  

  b. Mata anggaran      

10 Keterangan lain-lain      

    Dikeluarkan di Malang  

   Pada tanggal :   2  September 2022  

Tembusan disampaikan kepada :   
 

1    

 

   UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
 

   An.Ketua LPPM UB 
 

   Kepala Bidang TU 
 

     

    

 

   

Drs. Hadi Mulyono, M.AP 

NIP. 196308201983021001 
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Lampiran 2 - SPPD 

  

     

7     Berangkat dari Malang 

    Pada Tanggal   

    Ke                                

      #N/A 

    Universitas Brawijaya 

    Pejabat Pembuat Komitmen 
        

        
        

    Drs. Hadi Mulyono, M.AP 

      NIP. 196308201983021001 

II. Tiba di      Berangkat dari    

  Pada Tanggal   Ke                   Malang 

  

 

  Pada Tanggal    

     
 

  

     
   

   
   

  

        

          

III. Tiba di   Berangkat dari   

  Pada Tanggal   Ke   

     Pada Tanggal   

        

        

        

        

          

IV. Tiba kembali di :   Malang   

  (Tempat kedudukan) 

     

  Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya 

  Pejabat Pembuat Komitmen  Pejabat Pembuat Komitmen  

        

        

        

        

        

  Drs. Hadi Mulyono, M.AP Drs. Hadi Mulyono, M.AP 

  NIP. 196308201983021001 NIP. 196308201983021001 

  PERHATIAN :     

  PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang 
mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab 

berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat 
kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Jl. Veteran Malang 65145 Indonesia 
Telp. (0341) 575824, 575825, 584394 | Fax. (0341) 575825, 575828 

Website : http://lppm.ub.ac.id | Email: lppm@ub.ac.id 

SURAT TUGAS 

Nomor: 22 / UN10.C10 / KP / 2022 
 

 
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas 

Brawijaya, dengan ini menugaskan saudara sebagai berikut : 

 

Ketua : Prof. Dr. Ir. Bejotejo 

Anggota : 1. Dr. Brontoseno. 

  2. Dr. Ahmaduri. 

  3. Dr. Satkulinov. 

   
Untuk melaksanakan Perekaman Data Lapangan untuk Penelitian dengan judul 

“……………..”, di wilayah Kota …….. Propinsi ……… mulai bulan April s/d Oktober 2022. 

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik–baiknya dengan 

penuh tanggungjawab.          

 

 

 

      Malang,       September 2022 

Ketua, 
 

 
 
 

Prof. Luchman Hakim, S.Si., M.Agr.Sc., PhD 
NIP 196207191987011001 
 
 
 

1. Rektor (sebagai laporan) 

2. Dekan…… 

3. Arsip 
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DAFTAR PENGELUARAN RIIL 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   :  Prof.Dr.Ir. Bejotejo. 

N I P   :  195802171984021002. 

Jabatan  :  Ketua Peneliti. 

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor 22/UN10.C10 /KP/2022, tanggal 8 
September 2022, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 
 
1. Biaya transport pegawai dan atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat 

diperoleh bukti pengeluarannya, meliputi: 

No. URAIAN JUMLAH (Rp.)

1 Tiket Surabaya-Jakarta (PP) 2,370,000Rp            

2 Transport Malang-Sby (PP) 300,000Rp               

3 Airport Tax 80,000Rp                 

4 Transport Lokal Jkt 350,000Rp               

5 Uang Harian 400,000Rp               

3,500,000Rp            

Terbilang: Tiga Juta Lima Ratus  Ribu Rupiah

JUMLAH

 

2. Jumlah uang tersebut pada angka (1) diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan 
perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas 

pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

 

        Malang,                       2022 
 Mengetahui/menyetujui,     
 Pejabat Pembuat Komitmen,    Pelaksana SPD, 
   
 
 (ttd & stempel lembaga)    (tanda tangan) 
 
 
 Drs. Hadi Mulyono, M.AP.    Prof.Dr.Ir. Bejotejo 

NIP 196308201983021001    NIP 195802171984021002 
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RINCIAN PERJALANAN DINAS 

 
Lampiran SPD No  :  22/UN10.C10 /KP/2022 
Tanggal   :  9 September 2022 

No. PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN

1 Tiket Pesawat Sby-Jkt 1,500,000Rp        Ada Bukti

2 Tiket Pesawat Jkt-Sby 870,000Rp           Ada Bukti

3 Airport Tax 80,000Rp             Ada Bukti

4 Taxi Jakarta (PP) 350,000Rp           Tidak ada Bukti

5 Travel Mlg-Sby (PP) 300,000Rp           Tidak ada Bukti

6 Uang Makan 400,000Rp           Tidak ada Bukti

JUMLAH 3,500,000Rp       

Terbilang: Tiga Juta Lima Ratus  Ribu Rupiah
        Malang,                            2022 

Dibayar sejumlah     Telah menerima jumlah uang 
sebesar 

Rp                                           Rp                                       
 
Bendahara Pengeluaran,    Yang menerima, 
 
(tanda tangan)      (tanda tangan) 

 
Ferdilla Puspita Dewi, SE., MM   Prof.Dr.Ir. Bejotejo 
NIK 2006038302052001    NIP 195604031981031002 
 

 

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG 
 
  Ditetapkan sejumlah    Rp         3.500.000,- 
  Yang telah dibayar semula   Rp         3.500.000,- 
  Sisa kurang/lebih    Rp                       – 

        Pejabat Pembuat Komitmen, 
 
 
        (tanda tangan) 
 
        Drs. Hadi Mulyono, M.AP. 
        NIP 196308201983021001 
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Satuan Biaya Perjalanan Dinas  
Pertor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan PTNBH Universitas Brawijaya 
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NPWP Universitas Brawijaya 


